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Apa hubungan antara tata pemerintahan dengan kemiskinan? Kehidupan dan kesejahteraan masyarakat miskin dapat diperbaiki jika akses mereka terhadap ruang, sumber daya ekonomi, infrastruktur, pelayanan publik dasar, serta informasi ditingkatkan. Apakah elemen-elemen yang penting ini bisa dijangkau oleh kelompok miskin dan kaum marjinal atau tidak, tentunya sangat tergantung pada bagaimana pemerintah berfungsi dan bagaimana proses politik dan pengambilan keputusan publik berlangsung. Sayangnya, masyarakat miskin umumnya menghadapi kesulitan untuk bisa menyuarakan kepentingannya, apalagi mempengaruhi keputusan yang terkait dengan penggunaan sumber daya yang langka seperti ruang dan anggaran daerah. Situasi ini diperburuk dengan kurang responsifnya pemerintah daerah maupun para politisi dalam menanggapi masalah-masalah yang dihadapi penduduknya yang miskin. 
Desentralisasi sesungguhnya telah memberikan kesempatan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan berbagai prakarsa yang bersifat pro-poor, artinya pemerintah daerah bisa berupaya  lebih serius untuk mengatasi persoalan kemiskinan, dan memberikan perhatian dan kepemihakan yang lebih tegas kepada kepentingan kelompok-kelompok miskin. Namun bagaimana pada akhirnya karakter kebijakan daerah dibentuk, sangat tergantung kepada kapasitas dan kemauan dari pemerintah   untuk merespon tuntutan dari kelompok miskin, kepada relasi kekuasaan maupun sistem  politik yang ada, dan kepada kemampuan komunitas miskin untuk bersuara.
Banyak sekali tulisan-tulisan yang telah mempublikasikan bagaimana buruknya perlakukan pemerintah di suatu daerah terhadap kelompok miskin dan kaum marjinal. Walaupun sudah ada beberapa daerah yang  menunjukkan kepeduliannya dan mencoba menerapkan kebijakan yang pro-poor, misalnya dengan memberikan pelayanan kesehatan atau pendidikan gratis, kebijakan-kebijakan populis seperti ini  laris ketika kaum elit berebut suara pada masa pemilihan kepala daerah. Padahal, selain kebijakan pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis, ada berbagai cara lain yang patut dikembangkan oleh pemerintah daerah untuk menunjukkan kepemihakannya pada kaum miskin. Salah satunya yang akan diungkap dalam tulisan ini adalah kebijakan terhadap sektor informal. 
Sektor informal seperti pedagang kaki lima adalah  sektor usaha yang menjadi andalan dari banyak keluarga miskin. Berbagai  kebijakan perkotaan, misalnya  kebijakan perizinan, perencanaan dan kontrol terhadap penggunaan lahan, penyediaan modal usaha,  sangat mempengaruhi  kesempatan dan aktivitas ekonomi mereka.  Perhatian yang berlebihan dari pemerintah daerah terhadap mega-proyek seperti pembangunan mall-mall dan shopping center raksasa dikombinasikan dengan  pemberian izin usaha yang sulit dan berbelit serta banyaknya pungutan liar, rendahnya penegakan hukum atas penyalahgunaan pemanfaatan ruang, telah menciptakan situasi yang sulit dan dilematis bagi kelompok miskin dan sektor informal untuk mengembangkan potensi ekonomi mereka. Kebijakan pemerintah daerah terhadap sektor informal umumnya mengarah pada penertiban atau pemberantasan, sehingga tindakan yang ada sangat  bersifat represif. Pemerintah daerah sering meremehkan kapasitas ektor informal dalam memberikan kesempatan kerja dan penghidupan bagi masyarakat miskin dan gagal memberikan mereka rasa aman  dan kemudahan berusaha.  Lebih mudah bagi pemerintah daerah untuk menghancurkan kehidupan sektor informal dengan alasan keindahan dan kebersihan kota, ketimbang memikirkan dengan sungguh-sungguh apa  kebijakan yang dapat  dibuat untuk membangun dan memberdayakan sektor ini. 
Berikut ini akan dikemukakan satu contoh kecil kebijakan seputar sektor informal yang diterapkan di Kota Cebu
, dimana  inisiatif pro-sektor informal yang bersifat memberdayakan  bisa ditemui. Kota Cebu di Filipina merupakan kota pelabuhan utama dan pusat industri dengan jumlah penduduk sekitar 700.000 orang. Kondisi ekonomi di Kota Cebu pernah mengalami peledakan pada tahun 80-an, namun merosot di tahun 90-an. Saat ini tingkat pengangguran mencapai 15% dan kebanyakan penduduk menggantungkan sumber penghidupannya dari sektor informal.  Walikota sebagai eksekutif dipilih secara langsung oleh warganya. Di kota Cebu, terdapat berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat maupun kelompok komunitas termasuk di kalangan komunitas miskin yang aktif bergerak dalam isu-isu kemiskinan di perkotaan.
Pada tahun 1980-an, para pedagang kaki lima di Kota Cebu menghadapi kehidupan yang sulit, karena kebijakan di bawah kepemimpinan Walikota Duterte sangatlah tidak berpihak pada aktivitas yang mereka lakukan. Pedagang kaki lima selalu menghadapi ancaman penggusuran. Pada tahun 1984 salah satu dari asosiasi pedagang kakilima mengusulkan agar mereka bersatu dan bekerja bersama melawan gerakan pemberatasan kaki lima. Terbentuklah The Cebu United Vendors Association atau Asosiasi Pedagang Kaki Lima Cebu Bersatu, yang terdiri dari 13 kelompok pedagang kaki lima yang ada saat itu. Walaupun seringkali gagal dalam perlawanannya, asosiasi ini menjadi semakin berpengalaman dan para pimpinannya mulai menyadari bahwa strategi bertahan saja tidaklah cukup. Mereka mulai menjajaki pentingnya strategi negosiasi pro-aktif untuk berhadapan dengan penguasa. Asosiasi terus bekerja hingga memiliki 5.000 orang anggota, 75% diantaranya perempuan. Jumlah ini meliputi sekitar 5 persen dari mereka yang berusaha di sektor ini. 
Pada tahun 1988 Walikota Osmena terpilih sebagai walikota baru dan memulai tugasnya dengan mengusulkan agar pedagang kaki lima sepenuhnya dihilangkan dari jalan secara bertahap. Para pedagang kaki lima menanggapi kebijakan ini dengan memperkuat lobbying dengan pemerintah hingga pada awal tahun 1990, pemerintah daerah bersedia membentuk komite studi pengelolaan pedagang kaki lima. Komite ini menyimpulkan bahwa di beberapa wilayah kota pedagang kaki lima perlu dilegalkan.  Pemerintah kota menerapkan  kebijakan yang dikenal sebagai “toleransi maksimum” terhadap pedagang kaki lima. Dalam kebijakan ini  tindakan pemberantasan atau penggusuran tidak akan dipertimbangkan kecuali jika ada keluhan yang dikemukakan oleh pemakai jalan lainnya. Apabila kegiatan penggusuran akan dilakukan terhadap pedagang yang dianggap ilegal, akan ada prosedur konsultasi tertentu sebelum tindakan tersebut dilakukan. 
Pedagang kaki lima menjadi lebih diterima keberadaannya dalam sepuluh tahun terakhir ini. Walaupun demikian, tetap banyak kesulitan yang mereka hadapi untuk bernegosiasi dengan kelompok-kelompok lainnya yang tidak menginginkan keberadaan mereka. Pada tahun 2000 dibentuklah komite  bantuan teknis untuk merekomendasikan praktik-praktik yang baru yang lebih bisa diterima oleh berbagai pihak.   Para pedagang kaki lima misalnya: pedagang hanya bisa berdagang di satu sisi jalan saja; tidak akan ada pedagang yang baru setelah daftar pedagang difinalisasi;  setiap keluarga pedangang hanya diijinkan memiliki satu lapak/kios saja;  waktu dagang di beberapa daerah diatur antara jam 6 malam sampai jam 6 pagi; penerangan, warna, ukuran dari lapak dan meja ditentukan;  jarak kios dari sisi jalan adalah 1,5 meter; pedangan akan menjaga lingkungan tetap bersih dan rapih;  sampah akan dibuang di tempat semestinya; dan kios tidak akan digunakan sebagai tempat tidur atau tinggal; nilai retribusi ditentukan bersama, dan apabila akan dinaikkan nilainya dilakukan melalui public hearing. 
Kebijakan yang inklusif dan pro-poor serupa itu telah coba diterapkan pula oleh Walikota Solo Joko Widodo.  Pemerintah Kota Solo mempunyai data base yang lengkap tentang pedagang kaki lima berikut lokasi dan kondisi usahanya sehingga mempermudah pemerintah kota untuk menyusun konsep yang jelas tentang bagaimana masing-masing kategori pedagang kaki lima bisa diberdayakan antara lain dengan melakukan relokasi yang disertai dengan pemberian fasilitas usaha, perizinan (formalisasi usaha), maupun  pinjaman modal untuk pengembangan usaha. Kebijakan pemberdayaan pedagang kaki lima ini juga disinergikan dengan kebijakan-kebijakan perkotaan lain lain seperti penataan dan renovasi pasar-pasar tradisional, pembangunan sentra-sentra perdagangan, pembangunan citiwalk, dan kebijakan transportasi. Untuk mengkoordinasikan segala upaya ini, pemerintah Kota Solo membentuk Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima.  Kebijakannya dalam pengelolaan pedagang kaki lima di Kota Solo telah dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah tentang Pedagang Kaki Lima, walaupun isinya tidak sepenuhnya memuaskan kelompok-kelompok pedagang kaki lima. Komunikasi antara pemerintah dengan pedagang kaki lima selama ini bisa berlangsung  intensif karena para pedagang kaki lima di kota Solo relatif  terorganisir dengan baik.  
� Direktur Eksekutif Bandung Trust Advisory Group (B-Trust), saat ini sedang melakukan penelitian tentang kebijakan sektor informal di Kota Bandung dan Kota Solo. 


� Bahan-bahan tentang kasus Cebu dikutip dari buku yang ditulis oleh Devas, Nick, et.all. Urban Governance, Voice and Poverty in Developing World, Earthscan, London, 2004. Bahan asli tentang Kota Cebu dalam buku tersebut kebanyakan diambil dari tulisan Etemadi, F,  Towards Inclusive urban Governance, Urban Governance, Partnership and Poverty Working Paper No. 25, IDD, University of Birmingham, Birmingham, 2001.





